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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, schingga
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka dapat
terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta
sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan
melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara
memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran
yang menjadi tugas dan tanggungjawab kami. Konsep kolaborasi yang
melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan
kualitas pelayanan menjadi ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya
semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam
mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan
perjalanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
dalam mengiringi proses menuju Majalengka yang lebih baik. Kami
berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan
di tahun selanjutnya.

Paraf Kordinasi

Sekretaris
-~ Majalengka, 27 Februari 2026

Kabid. Kepala Dingg Arsip dan Perpustakaan Daerah
Pengelolaan XZ- Kabupatept Majalengka,
Layanan dan
Pemanfaatan
Arsip
Kabid, Pembi- Drs. OO HARYONO, MP
naan dan :
Pengawasan }_, Pemblp{a Utama Muda
Kearsipan NIP. 197001231990091001
Kabid. "’g’
Perpustakaan




Ringkasan Eksekutif

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun
2025 memiliki dua Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Literasi Masyarakat
dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat serta Arsip Terkelola
secara Tertib dengan indikator Indeks Kearsipan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat yang diperoleh melalui
proses pendataan menggunakan kuesioner yang telah ditentukan oleh
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diukur berdasarkan Dimensi
Kepatuhan dan Kinerja. Selanjutnya Indeks Kearsipan merupakan akumulasi dari
hasil penilaian terhadap pengelolaan arsip di OPD (bobot: 40%) dan LKD (bobot:
60%).

Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah 8,26% dari target
70,00 dan realisasi 5,78. Untuk capaian Indeks Kearsipan adalah 104,94% dari
target 82,00 dan realisasi 86,05.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Perpustakaan, Pengelolaan

Arsip, serta Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Efisiensi anggaran untuk sasaran Indeks Kearsipan yang tercapai sebesar
0,02% atau Rp. 36.000,00 sedangkan untuk sasaran Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat efisiensi anggaran tidak dapat dihitung karena sasaran tidak

mencapai 100%.
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BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu,
pelaporan kinerja pada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah
disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan
kebijakan pada taun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka yang disingkat Disarpusda setiap tahun
harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna
mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan
kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan
mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Rencana Kerja
serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
a. Kedudukan
Berdasarkan Perbup 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Dinas Arsip
dan Perpustakaan Daerah adalah unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang
menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



b. Tugas dan Fungsi

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka

mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan

yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Arsip dan

Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan
perpustakaan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan
perpustakaan;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan
dan perpustakaan;

4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kearsipan dan
perpustakaan;

5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan Struktur Organisasi
Berikut bagan struktur organisasi Dinas Arsip dan

Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka

LAMPIRAN XVTIT : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 69 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember
TENTARG : KEDUDUKXAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POXOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
Dt LINGKUNGAN PEMERINTAH KASUPATEN MAJALENGKA

AN STRUKTUR ORGANISAS!
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1.2

Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Arsip

dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka per Tanggal

31 Desember Tahun 2025 berjumlah 26 orang dengan rincian

sebagai berikut :

a.

Jenis Kelamin
Perempuan : 13 orang
Laki-laki : 13 orang
Eselon

Eselon Il.a : -

Eselon II.b : 1 orang
Eselon Ill.a : 1 orang
Eselon IlI.b : 3 orang
Eselon IV.a : 1 orang

Eselon IV.b : -

. Golongan

Gol.I | Gol.Il | Gol.III | Gol.IV | Gol.V | Gol.VII | Gol.IX

PNS - 1 10 4 - - -

PPPK 1 - 1 - 2 1 6

Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1 orang
Jabatan Administrator : 4 orang
Jabatan Pengawas : 1 orang

Jabatan Fungsional Tertentu : 13 orang

Pelaksana : 7 orang

. Pendidikan

SD : 1 orang
SMP : 1 orang



SMA : 3 orang
D.I: 1 orang
D.III : 2 orang
D.IV : 1 orang
S1: 12 orang
S2 : 5 orang

Infografik ASN
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1.3

Isu Strategis

Isu strategis dalam implementasi kebijakan publik dapat
merupakan masalah yang belum diselesaikan, dan sebagai
bagian dari peran utama badan-badan publik sesuai dengan
tugas pokok, fungsi organisasi. Adapun masalah yang telah
diidentifikasi sebagai suatu kondisi yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu
kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan maka akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan
kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala
kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi
luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan munculnya
berbagai fenomena / kejadian pada dekade ini, sudah pasti
membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan
dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin
akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut
mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan
kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung
jawab pada pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan
serta penyelamatan sumber informasi primer maupun
sekunder. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran Tahun 2024-
2026 Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah yaitu mewujudkan
Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengelolaan Arsip
dengan Tertib. Sasaran strategis tersebut diharapkan dapat
menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan

minat baca dan budaya literasi serta pengelolaan arsip.



1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 adalah sebagai
berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum,
data kepegawaian dan isu strategis yang terjadi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis yang
terdiri dari visi, misi, tujuan sasaran dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja
Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat
kinerja organisasi

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja,
kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja
berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Cascading,
Dokumentasi Penyerahan LKIP kepada Pimpinan, Bukti sebar
LKIP kepada seluruh pegawai, Dokumentasi pemberian
penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik dan SK Tim

LKIP.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis
Berikut ini tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan

Daerah periode tahun 2024-2026:

Tujuan

Meningkatnya kualitas pendidikan

Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta

pelayanan publik yang prima

Sasaran

Meningkatnya Literasi Masyarakat

Arsip terkelola secara tertib

Indikator

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Kearsipan




2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Perjanjian Kinerja selama tiga tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja 2024-2026
Sebelum dan Sesudah Perubahan

Target Sebelum

Target Setelah

No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Perubahan Perubahan
2024 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026
1. | Meningkatnya Meningkatnya | Indeks
kualitas Literasi Pembangunan Nilai 83,30 | 83,50 | 84,00 | 70,00 | 2,00
pendidikan Masyarakat Literasi Masyarakat
2. | Terwujudnya
Birokrasi
yang
kapabel, bersih | Arsip terkelola | 1 41 ¢ gearsipan | Nilai 78,00 | 79,00 | 80,00 | 82,00 | 82,30
dan secara tertib
akuntabel serta
pelayanan publik
yang prima

Target Tahun 2025 pada sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami perubahan dikarenakan
terdapat perubahan pada instrumen pendataan Indeks Pengembangan Literasi Masyarakat (IPLM) oleh Perpustakaan
Nasional RI dari yang semula hanya ada 7 komponen indikator menjadi 29 komponen Indikator. Hal ini membuat

target tersebut perlu disesuaikan lagi dari 83,50 menjadi 70,00, turun 13,5 poin. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun

2025 mengalami perubahan sebagai berikut:




Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja 2025

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. | Meningkatnya Literasi Indeks Pembangunan | 70 Nilai
Masyarakat Literasi Masyarakat
2. | Arsip Terkelola Secara Indeks Kearsipan 82 Nilai
Tertib

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025
yang bersumber dari APBD yang terdiri dari :

Tabel 2.3

Rencana Anggaran Tahun 2025

Program Rencana Anggaran Persentase (%)
Pembinaan Perpustakaan Rp 885.035.900,00 17,27
Pengelolaan Arsip Rp 88.364.900,00 1,72
Perlindungan dan Rp 77.064.000,00 1,50
Penyelamatan Arsip
Penunjang Urusan Rp 4.075.381.287,00 79,51
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Anggaran Rp 5.125.846.087,00 100
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AKUNTABILITAS
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> - PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 -
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA  * . . . .
- AKUNTABILITAS KEUANGAN R

Capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025
tercermin dari capaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana
Pembangungan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai
upaya yang dilakukan antara lain strateqgi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk
inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil
pengukuran capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 56,6%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat
dilihat pada diagram berikut :




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten

Majalengka tercermin dari capaian 2 sasaran dan 2 Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian Kinerja

tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara

lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta

penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil

pengukuran capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 56,6%.

Dari 2 indikator sasaran yang ditargetkan Sebanyak 1 indikator

mencapai kinerja lebih dari 100% dan 1 target indikator yang kurang

mencapai 100%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Sasaran Indikator Kinerja L .
No a— Utama Target | Realisasi | Capaian
1. | Meningkatnya Indeks 70,00 5,78 8,26
Literasi Pembangunan
Masyarakat Literasi
Masyarakat
2. | Arsip Terkelola | Indeks 82,00 86,05 104,94
Secara Tertib Kearsipan
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3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Sasaran Pertama
Untuk menjawab isu strategis yang berkaitan dengan
peningkatan minat baca dan budaya literasi serta pengelolaan arsip
dan mewujudkan mandat dari Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia serta korelasi
dengan sasaran Bupati, maka ditetapakan sasaran strategis
Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Arsip Terkelola Secara Tertib.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menjadi indikator
dari Meningkatnya Literasi Masyarakat dibangun berdasarkan dua

dimensi yaitu Dimensi Kepatuhan, dan Dimensi Kinerja dengan empat

variabel yaitu sebagai berikut :

Dimensi Variabel Indikator Definisi Operasional
. Jumlah keseluruhan judul bahan pustaka
Jumlah Judul Koleksi | -1y hentuk fisik yang dimiliki oleh
Tercetak
perpustakaan.
Jumlah Jumlah keseluruhan eksemplar bahan
Eksemplar Koleksi pustaka dalam bentuk fisik yang dimiliki
Tercetak oleh perpustakaan.
Jumlah keseluruhan judul bahan pustaka
Jumlah Judul Koleksi dglam format digital yang dimiliki dan_ _
Digital dlp'ero'leh perpqstakaan secara resmi (jual
beli, hibah, hadiah, atau tukar menukar)
serta dapat diakses oleh pemustaka.
Jumlah keseluruhan eksemplar bahan
Jumlah pustal_<a dalam format digital yang dimiliki_
Eksemplar Koleksi d_an dlpgrol_eh perpu_stakaan secara resmi
Digital (jual beli, hibah, hadlah,_ atau tukar
menukar) serta dapat diakses oleh
Kepatuhan Koleksi pemustaka.

Penambahan Jumlah
Judul Koleksi
Tercetak Dalam 1
Tahun Terakhir

Jumlah judul koleksi dari bahan
perpustakaan tercetak yang ditambahkan
ke dalam koleksi perpustakaan dalam
satu tahun terakhir

Penambahan Jumlah
Eksemplar Koleksi
Tercetak Dalam 1
Tahun Terakhir

Jumlah eksemplar koleksi dari bahan
perpustakaan tercetak yang ditambahkan
ke dalam koleksi perpustakaan dalam
satu tahun terakhir

Penambahan Jumlah
Judul Koleksi Digital
Dalam 1 Tahun
Terakhir

Jumlah judul koleksi dari bahan
perpustakaan digital yang ditambahkan ke
dalam koleksi perpustakaan dalam satu
tahun terakhir.

Penambahan Jumlah
Eksemplar Koleksi
Digital Dalam 1 Tahun
Terakhir

Jumlah eksemplar koleksi dari bahan
perpustakaan digital yang ditambahkan ke
dalam koleksi perpustakaan dalam satu
tahun terakhir.
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Jumlah Anggaran
Pengembangan
Koleksi Tercetak dan
Digital Dalam 1 Tahun
Terakhir

Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh
pemerintah daerah atau instansi terkait
selama satu tahun anggaran untuk
membeli, menambah, atau memperbarui
koleksi bahan perpustakaan, baik berupa
buku cetak maupun bahan digital (e-book,
jurnal elektronik, dan sumber digital
lainnya)

Jumlah Anggaran
Pengembangan
Koleksi Tercetak dan
Digital Dalam 1 Tahun
Terakhir yang Berasal
dari Dana BOS

Jumlah anggaran yang berasal dari dana
BOS untuk dialokasikan bagi koleksi
perpustakaan dalam satu tahun terakhir

Jumlah Anggaran
Pengembangan
Koleksi Tercetak dan
Digital Dalam 1 Tahun
Terakhir yang Berasal
dari Dana non BOS

Jumlah anggaran yang berasal dari dana
non BOS untuk dialokasikan bagi koleksi
perpustakaan dalam satu tahun terakhir

Jumlah Tenaga
Perpustakaan
Memiliki Kualifikasi
Pendidikan limu
Perpustakaan (Orang)

Jumlah pustawakan dan tenaga teknis
yang memiliki latar belakang pendidikan
minimal Diploma (D2) di bidang limu
Perpustakaan.

Jumlah Tenaga
Perpustakaan Tidak
Memiliki Kualifikasi
Pendidikan limu
Perpustakaan (Orang)

Jumlah pustakawan dan tenaga teknis
perpustakaan yang memiiliki surat
keputusan resmi dari lembaga/yayasan
yang tidak memiliki latar belakang
pendidikan lImu Perpustakaan

Jumlah Tenaga
Perpustakaan yang
Mengikuti Kegiatan

Jumlah pustakawan dan tenaga teknis
yang mengikuti kegiatan pengembangan
keprofesian berkelanjutan (PKB), seperti

Tenaga Egnﬁgzggaﬂ pelatihan, seminar, lokakarya, sertifikasi,

BeEkeIan'utan (PKB) atau kegiatan sejenis yang mendukung
Di Bidanj kinerja perpustakaan yang dibuktikan
Per usta?(aan Dalam 1 dengan sertifikat yang mencantumkan
Tahrl)m Terakhir jam pelatihan dalam kurun waktu satu
(Orang) tahun terakhir.

Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh
\;Z?Iag:nﬁk\)r;gr]]gzrnan pemerintah daerah atau instansi terkait
Ke ?ofesian%Diklat) selama satu tahun anggaran untuk
TerF:a a Perpustakaan kegiatan pendidikan dan pelatihan,
Dalar% 1 Taﬁun kursus, workshop, atau program
Terakhir peningkatan kompetensi lainnya bagi

pustakawan dan tenaga teknis
Jumlah Peserta
Kegiatan Penguatan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
Budaya Baca dan yang bertujuan meningkatkan minat baca
Peningkatan dan keterampilan literasi yang
Kecakapan Literasi diselenggarakan oleh Perpustakaan
Dalam 1 Tahun dalam satu tahun terakhir

. Terakhir (Orang)
Kinerja Pelayanan Jumlah Pemustaka

dari Satuan

Pendidikan Atau
Masyarakat yang
Memanfaatkan
Perpustakaan Secara
Luring dan/atau Daring

Jumlah pemustaka yang menggunakan
layanan perpustakaan, baik luring
maupun daring dalam satu tahun terakhir
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Dalam 1 Tahun
Terakhir (Orang)

Jumlah Pemustaka
yang Menggunakan
Fasilitas Sarana TIK di
Perpustakaan Dalam 1
Tahun Terakhir
(Orang)

Jumlah pemustaka yang memanfaatkan
fasilitas teknologi informasi dan
komunikasi di Perpustakaan dalam satu
tahun terakhir, misalnya komputer,
internet, perangkat lunak edukatif, audio
book, atau akses ke basis data digital

Jumlah Judul Koleksi
Tercetak yang
Dimanfaatkan Dalam 1
Tahun Terakhir

Jumlah judul bahan pustaka cetak yang
dipinjam, dibaca di tempat, atau silang
pinjam koleksi yang digunakan oleh
pemustaka dalam satu tahun terakhir.

Jumlah

Eksemplar Koleksi
Tercetak yang
Dimanfaatkan Dalam 1
Tahun Terakhir

Jumlah eksemplar bahan pustaka cetak
yang dipinjam, dibaca di tempat, atau
silang pinjam koleksi yang digunakan oleh
pemustaka dalam satu tahun terakhir.

Jumlah Judul Koleksi
Digital yang
Dimanfaatkan Dalam 1
Tahun Terakhir

Jumlah akses atau penggunaan judul
bahan perpustakaan dalam bentuk digital
oleh pemustaka, misalnya unduhan,
kunjungan, atau pencarian dalam basis
data elektronik dalam satu tahun terakhir.

Jumlah

Eksemplar Koleksi
Digital yang
Dimanfaatkan Dalam 1
Tahun Terakhir

Jumlah akses atau penggunaan
eksemplar bahan perpustakaan dalam
bentuk digital oleh pemustaka, misalnya
unduhan, kunjungan, atau pencarian
dalam basis data elektronik dalam satu
tahun terakhir.

Penyelenggaraan
dan Pengelolaan

Jumlah Kegiatan
Penguatan Budaya
Baca dan Peningkatan
Kecakapan Literasi
Dalam 1 Tahun
Terakhir

Jumlah program atau kegiatan yang
diselenggarakan oleh perpustakaan untuk
meningkatkan minat baca dan
keterampilan literasi pengguna dalam
satu tahun terakhir, misalnya lokakarya
(workshop) literasi, program membaca,
seminar edukasi, kegiatan penjangkauan
pemustaka diluar perpustakaan, atau
kegiatan literasi digital

Jumlah
Kolaborasi/Kerja Sama
Perpustakaan dengan
Pihak Eksternal Dalam
Rangka Peningkatan
Pelayanan dan
Pengembangan
Perpustakaan Dalam 1
Tahun Terakhir
(Kegiatan Kerja Sama)

Jumlah kerja sama formal atau informal
yang dilakukan perpustakaan dengan
pihak eksternal, seperti institusi
pendidikan, komunitas literasi, penerbit,
atau perusahaan, dalam upaya
meningkatkan layanan dan
pengembangan perpustakaan dalam satu
tahun terakhir

Jumlah Variasi
Layanan yang
Tersedia (Fisik Dan
Digital)

Jumlah berbagai jenis layanan yang
tersedia di perpustakaan, baik dalam
bentuk fisik maupun digital

Jumlah Kebijakan dan
Prosedur Pelayanan
Perpustakaan
(Dokumen)

Jumlah dokumen kebijakan, pedoman,
dan prosedur tertulis yang mengatur
penyelenggaraan layanan perpustakaan,
misalnya layanan peminjaman, referensi,
ruang baca, pocadi, perpustakaan keliling,
e-library, akses database online, katalog
digital dan lain-lain
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Jumlah Anggaran
untuk Peningkatan
Pelayanan dan
Pengelolaan
Perpustakaan Selama
1 Tahun Terakhir

Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh
pemerintah daerah atau instansi terkait
dalam satu tahun anggaran untuk
mendukung kegiatan pengelolaan,
pemeliharaan, serta pengembangan
layanan perpustakaan, termasuk sarana
prasarana, teknologi informasi, dan
program layanan kepada masyarakat

Jumlah Peraturan
(Kebijakan) Tentang
Perpustakaan

Jumlah dokumen peraturan, kebijakan,
pedoman, dan prosedur tertulis tentang
perpustakaan yang ditandatangani
pejabat daerah

Nilai Indeks Pembangunan

Literasi Masyarakat yang

didapatkan dengan metode survey pendataan yang datanya diambil

dari uji coba tahap kedua yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional

untuk lingkup Perpustakaan Sekolah (SD/SMP) & Umum

(Desa/Kelurahan dan TBM).
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IKU1

INDEKS PEMBANGUNANLITERASIMASYARAKAT (IPLM)

W

. Meningkatnya Literasi Masyarakat Kabupaten Majalengka

Realisasi Tahun 2024

Capaian Tahun 2025 69 38
8,26%

Target Realisasi Capaian Tahun 2024 Realisasi

Provinsi/Pusat
70,00 5,78 18,07%

Faktor yang Mempengaruhi Program yang Mendukung

Faktor Internal « Program Pembinaan Perpustakaan
« Koleksi perpustakaan sesuai ketentuan
« Koleksi nasional dan naskah kuno yang
dilestarikan
» Pemanfaatan sarana dan prasarana
perpustakaan
« Kualitas tenaga perpustakaan
« Kualitas pelayanan perpustakaan

Faktor Eksternal

« Banyaknya unit layanan perpustakaan
yang tidak memenuhi standar nasional

» Banyaknya organisasi/lembaga/
komunitas yang belum mempunyai
tempat khusus layanan perpustakaan

» Belum optimalnya pemanfaatan teknologi
informasi pada unit layanan perpustakaan

Efisiensi
IPLM tahun 2025 tidak bisa disandingkan dengan target karena adanya perubahan formulasi perhitungan dan
instrumen pendataan pada tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuain antara capaian
dengan target. Pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi
kepatuhan/fisik sebesar 30 persen dengan Instrumen pendataan sebanyak 29 komponen indikator. Sedangkan
pada tahun-tahun sebelumnya formulasi perhitungan diperoleh dari Unsur-unsur Pembangunan Literasi
Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari Data Sekunder dan Aspek Masyarakat (AM) yang dilakukan oleh

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan instrumen pendataan sebanyak 7 komponen indiktor.

B R X R
P
/

2 X X X N
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INDIKATOR 1
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Tabel 3.2
Target Realisasi Capaian IPLM Tahun 2025

Sasaran Indikator Kinerja S .
SHiatesis Utama Target | Realisasi | Capaian
Meningkatnya Indeks 70,00 5,78 8,26
Literasi Pembangunan
Masyarakat Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Data
Indeks Tingkat Pembangunan Literasi Masyarakat yang diperoleh
melalui proses pendataan menggunakan kuesioner yang telah
ditentukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang
diukur berdasarkan Dimensi Kepatuhan dan Kinerja dalam upaya
membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar
sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian
Sasaran Strategis Meningkatnya Literasi Masyarakat dengan indikator
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2025 tidak
mencapai target kinerja yang diperjanjikan yaitu sebesar 8,26%.
Target IPLM pada tahun 2025 sebesar 70,00 namun realisasinya
hanya sebesar 5,78.

Hal ini disebabkan IPLM tahun 2025 tidak bisa disandingkan
dengan target karena formulasi perhitungan dan instrumen
pendataan pada tahun 2025 diperoleh melalui proses pendataan
menggunakan kuesioner yang telah ditentukan oleh Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia yang diukur berdasarkan Dimensi
Kepatuhan dan Kinerja dengan instrumen pendataan sebanyak 29

komponen indikator. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya
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formulasi perhitungan diperoleh dari Unsur-unsur Pembangunan
Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari Data Sekunder dan
Aspek Masyarakat (AM) yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia dengan instrumen pendataan sebanyak 7

komponen indikator.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan

Tahun 2024

172 |KaB. LAMPUNG SELATAN s om o0z [ oom oose | om

. 173 |KaB. LAMPUNG TENGAH or | ooz o7 0063 ooz oo | oos

s, 174 |KAB. LAMPUNG TILR o7 | o 011 02568 015 0wr | m

e 175 |KAB. LAMPUNG UTARA ome | o a1t 0108 o1 01z | tese

KOTA UPLMI UPLMZ UPLMI UPLM¢ UPLMS UPLMG UPLM7 SKORIPLM 176 |KaB. LaNDAK oms | o o043 X o113 ooz | am

Kab Majakergks | 0.5%0 | 01316 | 10000 | 61293 | 1,0000 | 10000 | 10000 | 6438 177 kaB. LawGRAT 0 | o aier 022 0153 03 | 89

Ty TOO00 T T 1re [ean. eman oz | oaw ate 0201 01 0z | s

04875 17 | 10000 | 02893 | 1,0008 175 _|wan. esone om | oam a0 0218 o7 02 | s

Q8509 | 06095 | Q4TS | 10608 160 |was. eweata oms | oz w167 0zt oam ozs | am

I ::u i .:»ln-: | 1,7,;.,,, T il:::‘ T 181 _|KaB. s PULLH KOTR 0w | oaes 0186 0254 0188 0ms | mer

Kab Tastimalaya | 0.3 04942 | 1,0000 | 1,0000 | 102 |kan umcsa oms | st o1 0126 ooia 02| wa

o Bmimg | 10000 ara31 | 897 | 10008 = | omz_ | o aim 0105 00w ows | am

Kota Banjar 10000 | 03198 | 1.0000 | [ 124 ks, Lomeok rencan oo | oom 0o 00 0019 w7 |

Kota Bekas L 04446 | 00715 | 06081 | I 165 | KaB. LOMBOK THUR R 0215 0274 0245 0t | ost

Ko Bogoe 1.0000 L 166 |KAD. LOMBOK UTARA ome | ooss 0108 o o048 o7 | s

ot Chanehd 40600 | Qe | 1aee 14 167 |a. wmasans om | o oons [ 0131 )

Kota Grebon 10000 | 05757 | 10000 | 1.0000 | 1,0000 | 1.

= <508 | 10000 s [aner | isse 3 [ N ooss_|_oist atet 0165 o1 0| ss

Yow Sekabumi | 0.9964 | 05624 | 1,0000 | 05977 | 1,0000 | 1.0000 | 10000 | 87,81 165 |KaB. LUWU TIHUR 0 | o 0127 0z 0128 0165 | 1537

Kota Tasthomalaya 04030 | 10000 | 1,0000 | 1,0000 | 00354 | 18000 | 7284 160 [KaB. W UTARA, 01T | oamw 0198 (=] o182 0w | 7ot

161 |kas. MaduN oms | o a0t a1 ot 045 | tass

Berdasarkan tabel i atas pencapaian IPLM Provinsi jawa Barat sebesar 72.76 dan 152 |kas. wagELANG oy | oazm 0213 0z 0z 0ms |

masuk dalam kategori Sedang Tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu 10 kAR wa0TAM om b2 2081 omi bte oz | _6M
Kota Cirebon 95.37; Kota Sukabumi 87,81; dan Kota Bandung 8682 Sedangkan tiga [l nn s o S S o o | an

165 [KAS. MAJENE oz =3 arey 05 052 0zs | zm

Kab/Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Cianjur 44,59 Kab. Garut 56,77, PR pre e T Pree Py RPN Ry

don Kah Cirobon 157 _|KaB. MALANG. ows | o o143y 0267 01g 05 | 58

Berikut s3 n data nilal IPLM Provinsi Jawa Barat tahun 2024 beserta 15| KAB. MALIAY 0 | onm 017 013 0.8 05 | 634

y 15| KAB. MALUKU TENGAH 0wz | om w17 a1 0137 ous | s

Jumish Penduduk (E95 2022) 9960330 40| KAB. MALUKU TENGGARA ooss | oome 0074 [ 006 oz | 18t

Jumiah Civitas Sekolah (875 2022) 10.235.607 201 |KAB. MAMUJU 0181 0.183 0183 0283 0.162 L) 123

Jumiah Civitas Akademika (8PS 2022) 1057.015 2| Al ANAILNG ATAL oms | oo oose 007 0054 ooes | as

Jumish Kelembagaan (8PS 2022) 46.661 3 [kas. MANGGARAL 0143 =] 0254 0313 0163 ozt |

e |oe o7 | oose 00 s 003 ue | am

105 | KAB. MANGGARAITIMUR 003 073 0168 0217 os2 0z | 888

16| KAB. MANOKWARI 0wt | oz 022 0425 028 038 | 43

w7 |an. waser o8 o o 0 012 oue | om

| Pemeratan Laaran sz Percapean layanan perpustakasn
Perpuatakan (LPLM1) k sebesar 52 persen dan stardia
Ketercibepmn Koless a2mg  Pencapsan hoeks perpatatasn
Perpuatakasn (UPLM) 2 sebesar 27 persen dari standar
3 Neterokuom Teuga Qo  Percaseen tenags peratakam
Perpustakasn (LPLI3) ‘ sebesar 9 persen dan starcar
12

Laporan Akh

Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun rum

Capaian IPLM Kabupaten Majalengka
Tahun 2024

Capaian IPLM Kabupaten Majalengka
Tahun 2025
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Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian
IPLM Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Indikator Kinerja Realisasi TR
. Tahun Penurunan
Strategis Utama Tahun 2025
2024
Meningkatnya | Indeks 5,78 69,38 -63,6
Literasi Pembangunan
Masyarakat Literasi Masyarakat
Sasaran Indikator Kinerja Capaian (Carearen
. Tahun Penurunan
Strategis Utama Tahun 2025
2024
Meningkatnya | Indeks 8,26% 86,40% -78,14%
Literasi Pembangunan
Masyarakat Literasi Masyarakat

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pembangunan Literasi
Masyarakat (IPLM) pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar
63,6 poin dibanding dengan realisasi tahun 2024.

Begitu pula jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024,
capaian Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 78,14%.

Penurunan realisasi dan capaian dikarenakan adanya
perhitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
menggunakan instrument dan metodologi terbaru sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya
ketidaksesuaian antara capaian dan target yang telah ditetapkan
ditahun sebelumnya. Pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi
kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar

30 persen.
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3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi IPLM Tahun 2025

dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Indikator e Targfet Hasil
Strategis | Kinerja Utama AesiiT Alhir Perbandingan
2025 Renstra
Meningkat |Indeks 5,78 70,00 -64,22
nya Literasi | Pembangunan
Masyarakat | Literasi
Masyarakat

Dari tabel di atas dapat diketahui hasil perbandingan capaian

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan target akhir

Renstra 2024-2026 yang ternyata realisasinya relatif jauh dalam

mencapai target akhir Renstra yang sudah ditetapkan, yaitu kurang

64,22 poin. Tidak tercapaianya target tersebut dikarenakan adanya

perubahan penilaian pendataan pada Indeks Pembangunan Literasi

Masyarakat. Sehingga perlu dimaksimalkan sumber daya yang ada

agar kekurangan poin tersebut dapat tercapai sesuai dengan target

akhir Renstra.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan rata-rata standar

Provinsi
Tabel 3.5
Realisasi IPLM Tahun 2025 dengan Rata-rata Standar Provinsi
Sasaran Indikator e Rata-rata Hasil
. L. Tahun o .

Strategis Kinerja 2025 Provinsi | Perbandingan
Meningkatn | Indeks
ya Literasi Pembangunan 8,26 18,07 9,81
Masyarakat | Literasi

Masyarakat
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Berdasarkan tabel e ot aape 00021 2028

Tanggal : 20 Februar 2026

NILAI AKHIR IPLM PROVINSI

diatas realisasi Kabupaten

_ . w | rome  [veslveven] veen [ viee | owee TaversT
MaJ alengka maslh kurang 1 [Acen 0.495 0416 0403 05 0.456 0452 45.29
2 [BANTEN 0.667 0.487 0.526 067 0577 0598 48.59
3 [BENGKULU 0.457 0.31 0.359 0422 0.383 091 6.5
4 14 4 |DI YOGYAKARTA 0452 0478 0.463 0564 0485 0513 48.05
9,81 poin jika ——e 0 T T T W AT
6 |GORONTALO 0.244 0.085 0139 0.169 017 0.154 10.46
. . Llaual FYeT aii YT ais acbel paca | ocen |
dlbandlngkan dengan l 5 [JAWA BARAT 0,235 0.151 0.167 0.184 0,193 0.175 18,07 1
9 |JAWA TENGAH 0.488 0.404 0.431 0512 0.446 0472 38.86
. . . . 10 |JAWA TIMUR 061 0.523 053 0.593 0.567 0.561 56.29
re allsasl Prov1nsl Jawa 11| KALIMANTAN BARAT 0.558 0.366 0.395 0474 0.462 0.434 34.98
12 |KALIMANTAN SELATAN 0.31 0.25 022 0273 028 0246 26,16,
13 |KALIMANTAN TENGAH 0.201 0.146 0104 0.197 0473 0.151 6.28
B t d tk 14| KALIMANTAN TIMUR 0.469 045 0.394 0472 046 0.433 4411
ara yang men apa an 15 | KALIMANTAN UTARA 0.412 0.326 0.315 0.394 0.369 0.354 35.87
16 |KEP. BANGKA BELITUNG 0.429 0.367 0.387 0.456 0.398 0.422 37.1
. . 17 |KEP. RIAU 0516 0.406 0415 0.638 0.461 0527 36.04.
nllal 1 8 ’ 5 1 . 18 |LAMPUNG 0.525 0332 0.336 0423 0.428 0.38 323
19 |MALUKU 0.194 0.382 0.387 0.485 0.288 0436 30.18
20 |MALUKU UTARA 0.191 0.068 0.152 0.152 013 0.152 10.98
21_|NUSA TENGGARA BARAT 0.433 0.407 0.374 0475 042 0.424 3177
22 |NUSA TENGGARA TIMUR 0.402 0.39 0.366 0522 0.39 0.444 40.56
Seba ai informasi 23 |PAPUA 0.133 0.069 0.065 0155 0.101 011 2.74
g 24 |PAPUA BARAT 0.401 0.565 0.401 065 0.478 0525 34.64
25 |[RIAU 0.369 0.381 0.394 0489 0.375 0.441 27.02
. 26| SULAWESI BARAT 0.48 0.407 0.36 0.466 0.443 0.413 25.72
tambahan bahW& Selaln 27 | SULAWESI SELATAN 0517 0.483 0472 0.531 05 0.501 4774,
28| SULAWESI TENGAH 0.255 0.341 0.333 0.269 0.208 0.301 30.04.

melaksanakan pengumpulan data atas kajian capaian Indeks

Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Dinas Arsip dan

Perpustakaan  Kabupaten  Majalengka juga  melaksanakan

pengumpulan data atas kajian Tingkat Kegemaran Membaca

Masyarakat (TGM) di Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan oleh

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI) yang

bertujuan untuk :

1. Menjawab Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan
Bidang Perpustakaan;

2. Mengetahui Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat di
tingkat kabupaten/kota;

3. Mengetahui kondisi kegemaran membaca masyarakat di tingkat
kabupaten/kota;

4. Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan strategi
pembangunan; dan

5. Pendayagunaan perpustakaan/penyedia bahan bacaan di daerah.
Adanya pengelolaan data berkel-anjutan terkait Nilai Tingkat
Kegemaran Membaca Masyarakat yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun Unsur yang dijadikan Instrumen dalam Penilaian Tingkat
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Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2025 berbeda dengan Instrumen
Penilaian Tingkat Gemar Membaca (TGM) Tahun 2024.

Berikut perbandingan instrumen Tingkat Kegemaran Membaca
Tahun 2024 dan Tahun 2025. Instrumen TGM tahun 2024,
diantaranya :(1) Frekuensi Membaca (FM), (2) Durasi Membaca, (3)
Jumlah Buku Bibaca (JB), (4) Frekuensi Akses Internet (FAI), (5)
Durasi Akses Internet (DAI).

Berikut nilai TKM Tahun 2025 :

154 |Dki Jakarta Kota Adm. Jakarta Pusat 51.07 5545 E2.28 5724 rendah
155 |Dki Jakarta Kota Adm. Jakarta Selatan 49.28 54.69 B5.11 5793 rendah
156 |Dki Jakarta Kota Adm. Jakarta Timur 51.02 54.95 82.01 56 88 rendah
157 |Dki Jakarta Kota Adm. Jakaria Utara 52.83 57.95 8232 58,78 rendah
158 | Jawa Barat Kab. Bandung 53.37 57.05 61.68 5818 rendah
159 |Jawa Barat Kab. Bandung Barat 54.66 58.21 63.8 5969 rendah
160 | Jawa Barat Kab. Bekasi 53.13 57.65 8241 58.7 rendah
161|Jawa Barat Kab. Bogor 53.49 57.67 65 54 5086 rendah
162 | Jawa Barat Kah. Ciamis 5552 58.95 63.15 50497 rendah
163 |Jawa Barat Kab. Cianjur 54.81 58.73 63.22 50.78 rendah
164 | Jawa Barat Kab. Cirebon 52 57.37 B1.63 58.12 rendah
165 |Jawa Barat Kab. Garut 53.1 56.99 6218 5B.28 rendah
166 |Jawa Barat Kab. Indramayu 555 59.87 65.42 6123 rendah
167 | Jawa Barat Kab. Karawang 53.49 58.25 B2.62 50.13 rendah
168 |Jawa Barat Kab. Kuningan 54.18 57.71 64 57 50.64 rendah
l"]'} Jawa Barat Kab. Majalengka 521 56.63 62.01 57.80 rendah
170 |Jawa Barat Kab. Pangandaran 55.18 60.63 64.00 61.1 rendah
171|Jawa Barat Kab. Purwakarta 53.81 56.82 428 5003 rendah
172|Jawa Barat Kab. Subang 57.26 61.69 6880 6362 rendah
173 |Jawa Barat Kab. Sukabumi 56.3% 61.56 68 83 6341 rendah
174 |Jawa Barat Kab. Sumedang 66.18 &0.5 64 88 61.46 rendah
175 | Jawa Barat Kota Bandung 64.44 56.75 6476 5026 rendah
176 | Jawa Barat Kota Banjar 52.32 56.1 e0.57 57.15 rendah
177 | Jawa Barat Kota Bekasi 49.74 5211 60.2 5462 rendah
178|Jawa Barat Kota Bogor 55.75 58.87 B6.72 6121 randah
173 | Jawa Barat Kota Cirebon 52 54 5652 6281 5B8.18 rendah
180 | Jawa Barat Kota Depok 52.44 5545 B1.71 ET25 rendah
181 |Jawa Barat Kota Sukabumi 55.2 58.76 B5.76 80.74 rendah
182 |.Jawa Barat Hota Tasikmalaya 58.19 61.7 B7.73 6336 rendah
183 |Jawa Tangah Kab. Banjarnegara 50.62 54.37 5B.05 5515 rendah
184 |Jawa Tangah Kab. Banyumas 50.57 54.87 5843 5553 rendah

Pada tahun 2024 hasil Kajian Tingkat Gemar Membaca
Masyarakat (TGM) di Kabupaten Majalengka dengan nilai 78,51,
termasuk dalam kategori “Tinggi”. Untuk Kajian Tingkat Kegemaran
Membaca Masyarakat (TKM) tahun 2025 dengan nilai 57,89, termasuk
dalam kategori “Rendah”.

Penurunan Nilai TKM dikarenakan pada tahun 2025

menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur
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dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025.
Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian
dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini,
pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15
persen, dimensi saat membaca sebesar S0 persen, dan

dimensi pasca membaca 35 persen.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan Upaya
yang dilakukan di tahun depan

Dalam  penilaian IPLM
Faktor yang mempengaruhi
capaian  indikator Indeks L4
Pembangunan Literasi
Masyarakat (IPLM) disebab-
kan oleh beberapa faktor baik

internal maupun eksternal | §

diantaranya adalah : k/r 1

Faktor Internal

1) Koleksi perpustakaan sesuai ketentuan

2) Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan

3) Pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan

4) Kualitas tenaga perpustakaan

5) Kualitas pelayanan perpustakaan

Faktor Eksternal

1) Banyaknya unit layanan perpustakaan yang tidak memenuhi
standar nasional

2) Banyaknya organisasi/lembaga/ komunitas yang belum

mempunyai tempat khusus layanan perpustakaan

3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pada unit
layanan perpustakaan.

22



e Upaya yang telah dilakukan
Upaya yang telah dilakukan
dalam meningkatkan fungsi
pelayanan kelembagaan terutama
dalam meningkatkan Indeks |
Pembangunan Literasi Masyarakat §
(IPLM) dan Nilai Tingkat Kegemaran
(TKM) Masyarakat Majalengka

dilakukan melalui Program

Pembinaan yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota.
Kegiatan ini merupakan intervensi hulu pembangunan meliputi
kebijakan terkait perpustakaan, penyediaan sarana dan prasarana
serta peran pemangku kepentingan. Peran pemangku kepentingan
meliputi peran negara (Perpusnas, Dispusipda), peran akademis,
peran pengarang/penerbit sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan ini merupakan intervensi hilir pembangunan melalui
upaya peningkatan tingkat literasi Masyarakat dengan
mengadakan Festival Literasi yang terdiri dari beberapa kegiatan
lomba-lomba, pelayanan kunjungan perpustakaan bagi sekolah,
pelayanan perpustakaan keliling, peningkatan frekuensi membaca,

serta upaya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Capaian Kinerja Program /Kegiatan Pembinaan Perpustakaan, sebagai

berikut :
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Tabel 3.6

Capaian Kinerja Program/Kegiatan Pembinaan Perpustakaan

Sasaran Indikator Kinerja | Target GRS | (CeTeETn
isasi (%)
Meningkatnya Presentase 100 100 100
kualitas sarana sarana dan
dan prasarana prasarana
perpustakaan perpustakaan
dalam kondisi
baik
Meningkatnya Persentase tenaga 100 - -
kualitas perpustakaan
kompetensi tenaga | yang bersertifikat
perpustakaan
Layanan Jumlah 16.000 | 49.672 3,10
perpustakaan pengunjung
memenuhi standar | perpustakaan
Perpustakaan Kabupaten Majalengka sebagai perpustakaan

daerah berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan
rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang
berkedudukan di kabupaten/kota. Pembinaan yang dilaksanakan
antara lain pelatihan/bimbingan teknis Pustakawan/Tenaga
Perpusatakaan, pendampingan aplikasi perpustakaan, Forum Diskusi
Perpustakaan, pendampingan pengelolaan perpustakaan,
pendampingan penataan perpustakaan, monitoring dan evaluasi
perpustakaan, serta lomba perpustakaan sekolah. Perpustakaan yang
dibina oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten
Majalengka pada Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perpustakaan yang Dibina Tahun 2025

No Perpustakaan Banyaknya Keterangan
1. | Perpustakaan Umum :

a. Perpustakaan Kelurahan 7

b. Perpustakaan Desa 128
2. | Perpustakaan Pondok 11

Pesantren
3. | Perpustakaan TBM 26

JUMLAH 217
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Jumlah koleksi judul buku dan non buku yang tersedia di Dinas Arsip
dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka sampai Tahun 2025
sebanyak 30.128 judul buku tercetak, 45.798 eksemplar buku
tercetak dan 1.292 Judul serta Eksemplar koleksi digital, dengan
rincian seperti terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Koleksi Buku
Berdasarkan Jenis Koleksi sampai dengan Tahun 2025

. . Jumlah
No. Jenis Koleksi Judul e
1. Koleksi Tercetak 30.128 45.798
2. Koleksi Digital 1.292 1.292
JUMLAH 31.420 47.090

Majalengka sebagai perpustakaan induk melakukan aktivitas-
aktivitas layanan, meliputi :

a. Layanan ruang baca yaitu penyediaan ruang baca bagi pemustaka
untuk membaca berbagai macam koleksi yang ada di
perpustakaan;

b. Layanan  sirkulasi, meliputi keanggotaan, peminjaman,
pengembalian, dan/atau memperpanjang peminjaman bahan
pustaka yang masih dibutuhkan;

c. Layanan akses internet yaitu akses penelusuran ke pangkalan data
daring (melalui internet);

d. Layanan bimbingan yaitu bimbingan kepada pemustaka baru
secara indivual maupun kelompok

Aktivitas layanan tersebut dilaksanakan di beberapa tempat
yaitu :

1. Perpustakaan Pusat/Umum terletak di Jalan Raya Tonjong-

Jatiwangi Kabupaten Majalengka
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2. Perpustakaan MPP (Mal Pelayanan Publik) yang berlokasi di
Gedung MPP Kabupaten Majalengka yang terletak di Jalan Ahmad
Yani;

3. POCADI (Pojok Baca Digital) yang berlokasi di Perpustakaan
Daerah;

4. KOLECER (Kotak Literasi Cerdas) yang ditempatkan di Polres
Majalengka, Lapas Majalengka, Talaga Manggung serta dibeberapa
kecamatan dan sekolah di wilayah Kabupaten Majalengka;

5. Perpustakaan keliling, yang melakukan layanan secara mobile
untuk mendekatkan pelayanan kepada pemustaka.

6. Layanan Home Theathere, Layanan Literasi dalam bentuk audio

visual yang berada di gedung perpustakaan daerah.

bk =

Selain optimalisasi pelayanan, dalam upaya peningkatan Indeks
Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sekaligus meningkatkan
Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM) Dinas Arsip dan
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Perpustakaan Daerah melalui bidang perpustakaan melaksanakan
lomba-lomba yang dibalut dengan nama Festival Literasi, dapat
disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Kegiatan Lomba Festival Literasi Tahun 2025

No Nama Lomba Peserta Keterangan

1. | Lomba Mewarnai Tk. Kober S0 Juara 1 -3
Harapan 1 -3

2. | Lomba Bertutur Tk. SD/MI 41 Juara 1 -3
Harapan 1 -3

3. | Lomba Bertutur Tk. TP.PKK 25 Juara 1 -3

4. | Lomba Perpustakaan Desa 16 Juara 1 -3
Harapan 1 -3

5. | Lomba Resensi Buku S0 Juara 1 -3

6. | Lomba Video Konten 31 Juara 1 -3
dan 7 besar
pemenang
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Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Majalengka antara lain adalah :

Dalam memenuhi unsur penunjang pencapaian target IPLM
yang sudah ditetapkan dalam Dokumen RENSTRA Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka, kami berupaya lebih
maksimal dalam pemenuhan standar yang ditentukan oleh
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara
kajian Nilai IPLM maupun TKM di Kabupaten Majalengka. Adapun
upaya-upaya yang akan kami lakukan antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sosialisasi pentingnya literasi dan budaya
membaca melalui penyelenggaraan kegiatan dan kompetisi
yang kreatif, inovatif, serta menarik partisipasi masyarakat.

2. Membangun kerjasama dengan berbagai lembaga,
organisasi, dan komunitas guna mewujudkan pemenuhan
standar sarana dan layanan perpustakaan.

3. Menyelenggarakan pembinaan, pendampingan, serta
penguatan kapasitas bagi lembaga/organisasi dalam
penerapan standar fasilitas dan layanan perpustakaan
sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat
daerah agar selaras dengan dokumen perencanaan
pemerintah daerah.

5. Memperkuat sinergi, koordinasi, serta dukungan dari para
pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya

dalam rangka mendukung implementasi kebijakan daerah.
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6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Tabel 3.10
Program Penunjang Capaian IPLM Tahun 2025
No Program Pengampu Anggaran
1. | Pembinaan Bidang Perpustakaan 885.035.900
Perpustakaan

7. Efisiensi Anggaran
Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks
Pembangunan Literasi Masyarakat pada sasaran Meningkatnya
Literasi Masyarakat tidak ada karena IKU hanya mencapai 8,26%.
Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi di atas,
Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan
instrumen yang kompatibel untuk mengukur capaian pada sasaran
strategis Meningkatnya Literasi Masyarakat karena :
a. Sebagai dasar kebijakan pembangunan Perpustakaan pada
tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
b. Untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan pembangunan

Perpustakaan dalam rangka peningkatan literasi masyarakat.
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2. Sasaran Kedua
Isu strategis kearsipan berfokus pada digitalisasi arsip,
peningkatan kompetensi SDM (Arsiparis), modernisasi dan
pengelolaan arsip elektronik guna mewujudkan tertib arsip. Dalam
menjawab isu strategis tersebut dan mewujudkan mandat dari Arsip
Nasional Republik Indonesia serta korelasi dengan sasaran Bupati,
maka ditetapakan sasaran strategis Arsip Terkelola Secara Tertib.
Selanjutnya, untuk Indeks Kearsipan menjadi indikator
Terkelolanya Arsip Secara Tertib yang menurut Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) berfokus pada pengawasan kearsipan
(eksternal/internal) yang mencakup kebijakan, pembinaan, serta
pengelolaan arsip dinamis dan statis.
Nilai Indeks Kearsipan yang diberikan berdasarkan akumulasi
60% bobot hasil nilai audit kearsipan eksternal ditambah 40% bobot
hasil nilai audit internal, dengan aspek penilaian sebagai berikut :
. Nilai 90 -100 kategori AA (Sangat Memuaskan)
. Nilai 80-89,99 kategori A (Memuaskan)
. Nilai 70-79,99 kategori BB (Sangat Baik)
Nilai 60-69,99 kategori B (Baik)
Nilai 50-59,99 kategori CC (Cukup)
NIlai 30-49,99 kategori C (Kurang)
Nilai 0-29,99 kategori D (Sangat Kurang)

N o s L=
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IKU 2

INDEKS KEARSIPAN

Arsip Terkelola Secara Tertib

Capaian Tahun 2025
104,94%

Target Realisasi

82,00 86,05

Faktor yang Mempengaruhi

Faktor yang mempengruhi :

« Kualitas implementasi kebijakan tata
kelola kerasipan

» Penerapan hasil pembinaan tata kelola
kearsipan

« Kualitas sumber daya kearsipan

« Implementasi pengelolaan arsip dinamis

« Implementasi pengelolaan arsip statis

« Kualitas implementasi pengeloaan arsip
inaktif

« Kualitas implementasi pengelolaan arsip
elektronik

Realisasi Tahun 2024 Target Akhir RPD

81,70

Capaian Tahun 2024 Realisasi
Provinsi/Pusat

95,69%

Program yang Mendukung

» Program Pengelolaan Arsip
» Program Perlindungan dan Penyelamatan
Arsip

Efisiensi

Efisiensi atas Capaian Sasaran Strategis Arsip Terkelola Secara Tertib sebesar 0.02%




INDIKATOR 2
Indeks Kearsipan

Indeks Kearsipan yang meliputi Nilai Pengawasan Kearsipan
merupakan salah satu indikator capaian kinerja Perangkat Daerah
oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai
bentuk Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar
Nasional. Pengawasan Kearsipan terdiri dari Pengawasan Kearsipan
Ekternal dan Internal. Pengawasan Kearsipan Ekternal dilakukan
ANRI dan Pemerintah Provinsi terhadap pencipta arsip sesuai wilayah
kewenangannya, sedangkan Pengawasan Kearsipan Internal
dilaksanakan oleh pencipta arsip di lingkungan masing-masing.

Pengawasan Kearsipan Eksternal dilaksanakan terhadap
berbagai aspek penyelenggaraan kearsipan yang terdiri dari: aspek
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan
dalam penetapan kebijakan kearsipan, aspek program kearsipan,
aspek pengelolaan arsip inaktif, aspek penyusutan arsip, aspek
sumber daya manusia kearsipan, aspek kelembagaan serta aspek

prasarana dan sarana kearsipan.

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Tabel 3.11
Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kearsipan Tahun 2025

Sasaran Indikator Kinerja

Strategis Utama. Target | Realisasi | Capaian

Arsip terkelola Indeks kearsipan 82,00 86,05 104,94%
secara tertib
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Berdasarkan dari

EKSTERNAL INTERNAL
NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA NHP KATEGORI
NILAI 60% NILAI 40%

tabel diatas dapat

72 |JAMBI KABUPATEN MUARO 8,68 5.21 178 0,71 592 D [SANGAT
JAMBI KURANG)

dijelaskan bahwa

JAWA BARAT KABUPATEN BEKASI 97,45 58,47 90,09 36,04 94,51 AA [SANGAT

MEMUASKAN)

Capaian sasaran 74 | JAWA BARAT KABUPATEN BOGOR 93,14 55,88 95,21 38,08 93,97 AA [SANGAT

MEMUASKAN)

75 | JAWA BARAT KOTA BANDUNG 84,90 50,94 94,41 37,76 88,70 A (MEMUASKAN)

strategis arsip terkelola

H
@

JAWA BARAT KABUPATEN 87,30 52,38 88,12 35,25 87,63 A (MEMUASKAN)
CIREBON

secara tertib dengan [Tl e

SKAN)
MAJALENGKA

indikator Indeks 78 | JAWA BARAT KABUPATEN 86,34 51,81 85,40 34,16 | 8597 A (MEMUASKAN)

SUMEDANG

Kearsipan tahun 2025

[

melampaui target kinerja yang dlperjanjlkanyaltu mggl\;esar 104,94%

dengan target sebesar 82,00 dan realisasi sebesar 86,05. Keberhasilan
dalam pencapaian target tersebut tak lain dari kerjasama antara
pemangku kebijakan dan keseriusan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka melaksanakan kewajiban Pengawasan
Kearsipan Internal terhadap seluruh Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal selanjutnya
diverifikasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Barat. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kabupaten
Majalengka merupakan nilai rata-rata dari seluruh objek pengawasan
(SKPD). Capaian nilai rata-rata Pengawasan Kearsipan Internal
Kabupaten Majalengka tahun 2025 sebesar 55,34. Nilai Hasil

Pengawasan Kearsipan Internal per Perangkat Daerah, sebagai berikut

Tabel 3.12
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025

NO NAMA OBJEK PENGAWASAN NILAI KATEGORI
SETELAH
VERIFIKASI
Dinas Arsip dan Perpustakaan 83 35 A (Memuaskan)
1 | Derah Majalengka ]
2 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 70.29 BB (Sangat Baik)
Sekretariat Daerah 65.70 B (Baik)
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Dinas Ketahanan Pangan.

B (Baik)

4 | Pertanian dan Perikanan 65.44

5 | Kecamatan Rajagaluh 64.77 B (Baik)

6 | Kecamatan Majalengka 63.96 B (Baik)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata B (Baik)

63.71

7 | Ruang

8 | Dinas Pendidikan 63.42 B (Baik)

9 | Badan Pendapatan Daerah 62.45 B (Baik)
Badan Perencanaan B (Baik)
Pembangunan,Penelitian dan 62.30

10 | Pengembangan Daerah

11 Kecamatan Cigasong 61.60 B (Baik)

12 | Kecamatan Banjaran 61.22 B (Baik)
Dinas Pemberdayaan Perempuan. B (Baik)
Perlindungan anak dan Keluarga 61.14

13 | Berencana
Dinas Penanaman Modal dan 60.48 B (Baik)

14 | Pelayanan Terpadu Satu Pintu )

Dinas Kependudukan dan 60.04 B (Baik)

15 | Pencatatan Sipil '

16 | RSUD Majalengka 59.60 CC (Cukup)

17 | Kecamatan Maja 59.45 CC (Cukup)
Badan Kepegawaian dan CC (Cukup)
Pengembangan Sumber Daya 59.05

18 | Manusia

19 | Badan Keuangan dan Aset Daerah 58.97 CC (Cukup)

20 | Kecamatan Sukahaji 57.14 CC (Cukup)

21 | Kecamatan Bantarujeg 56.76 CC (Cukup)

22 | Kecamatan Jatiwangi 56.50 CC (Cukup)

23 | Dinas Pemuda dan Olahraga 56.11 CC (Cukup)

24 | Inspektorat 56.01 CC (Cukup)

25 | Kecamatan Sindang 55.84 CC (Cukup)
Dinas Perumahan Kawasan 5570 CC (Cukup)

26 | Permukiman dan Pertanahan )

27 | RSUD Cideres 55.60 CC (Cukup)

28 | Kecamatan Malausma 55.31 CC (Cukup)

29 | Kecamatan Sumberjaya 54.89 CC (Cukup)
Dinas Perdagangan dan 54.79 CC (Cukup)

30 | Perindustrian ]

31 | Kecamatan Cikijing 54.45 CC (Cukup)

32 | Kecamatan Kasokandel 54.00 CC (Cukup)

33 | Kecamatan Talaga 53.79 CC (Cukup)

34 | Kecamatan Panyingkiran 53.49 CC (Cukup)
Dinas Ketenagakerjaan. Koperasi 53.17 CC (Cukup)

35 | dan Usaha Kecil Menengah '

Dinas Pemberdayaan Masyarakat CC (Cukup)
53.16
36 | dan Desa
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37 | Dinas Lingkungan Hidup 53.09 CC (Cukup)
Badan Penanggulangan Bencana CC (Cukup)
52.76
38 | Daerah
39 | Kecamatan Dawuan 52.67 CC (Cukup)
40 | RSUD Talaga 51.37 CC (Cukup)
41 | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 51.00 CC (Cukup)
42 | Dinas Sosial 50.00 CC (Cukup)
43 | Kecamatan Lemahsugih 48.85 C (Kurang)
44 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 48.81 C (Kurang)
45 | Kecamatan Leuwimunding 46.59 C (kurang)
46 | Kecamatan Sindangwangi 46.42 C (Kurang)
47 | Kecamatan Jatitujuh 46.00 C (Kurang)
48 | Dinas Perhubungan 45.85 C (Kurang)
49 | Dinas Komunikasi dan Informatika 45.78 C (Kurang)
S50 | Kecamatan Cingambul 45.34 C (Kurang)
51 | Kecamatan Kadipaten 44.74 C (Kurang)
52 | Dinas Kesehatan 43.90 C (Kurang)
53 | Kecamatan Ligung 43.77 C (Kurang)
54 | Kecamatan Argapura 43.64 C (Kurang)
55 | Kecamatan Palasah 42.23 C (Kurang)
56 | Sekretariat DPRD 40.43 C (Kurang)
57 | Kecamatan Kertajati 38.78 C (Kurang)

Sebagai informasi tambahan bahwa dalam upaya kesungguhan
dalam meningkatkan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka selain melaksanakan pengumpulan
data/eviden yang diperlukan atas capaian Nilai Indeks Kearsipan
yang terdiri dari LAKI dan LAKE, Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Majalengka juga melaksanakan pengumpulan data/eviden
yang diperlukan atas Capaian Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) di
Kabupaten Majalengka yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Propinsi Jawa
Barat. Adapun hasil Capaian Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA)
Kabupaten Majalengka mendapatkan nilai 96.45 termasuk dalam
kategori “SANGAT MEMUASKAN”. Berikut Rekapitulasi Hasil Nilai
Tingkat Digitalisasi Arsip Kabupaten Majalengka.
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NO. PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TDA KEBLJAKAN NILAI TDA KATEGORI

ASKE

70% 30%
71 | JAMBI KABUPATEN MERANGIN 1,27 19,36 20,63 D (SANGAT KURANG)
72 | JAMBI KABUPATEN MUARO JAMBI 3,18 7,36 10,54 D (SANGAT KURANG)
73 | JAWABARAT | KABUPATEN BEKASI 68,73 30,00 98,73 AA (SANGAT MEMUASKAN)
74 | JAWABARAT | KABUPATEN BOGOR 68,09 30,00 98,09 AA (SANGAT MEMUASKAN)
75 | JAWABARAT | KABUPATEN CIREBON 66,82 30,00 96,82 AA (SANGAT MEMUASKAN)
76 | JAWABARAT | KABUPATEN MAJALENGKA 70,00 26,45 96,45 AA (SANGAT MEMUASKAN)
77 | JAWABARAT | KABUPATEN GARUT 68,09 27,55 95,64 AA (SANGAT MEMUASKAN)
78 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUKABUMI 66,82 28,64 95,46 AA (SANGAT MEMUASKAN)
79 | JAWABARAT | KOTA BEKASI 64,91 27,27 92,18 AA (SANGAT MEMUASKAN)
80 | JAWABARAT | KABUPATEN CIANJUR 64,91 27,27 92,18 AA (SANGAT MEMUASKAN)

Dokumen ini lefsh citandstargan secara eleklrerik mengguaakan seriiot elekironk

yang diterbitkan cleh Balsl Besar Sertifikasi Elekiranik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negan [BSSN).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan

Tahun 2024

Tabel 3.13
Perbandingan Indeks Kearsipan Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja Utama

Realisasi

Tahun
2025

Realisasi
Tahun
2024

Peningkat
an/Penur
unan

Arsip
terkelola
secara tertib

Indeks
kearsipan

86,05

81,70

+4,35

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Realisasi Sasaran

Strategis Arsip Terkelola Secara Tertib dengan Indikator Kinerja

Utama Indeks Kearsipan pada tahun 2025 mengalami peningkatan

nilai 4,35 dibanding dengan nilai capaian tahun 2024. Sedangkan

secara capaian, mengalami peningkatan sebesar 0,2%.
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Sasaran Indikator Capaian Capaian | Peningkat
Strategis Kinerja Utama Ulalthy AT YR TS
2025 2024 unan
Arsip Indeks 104,94% 104,74% +0,2%
terkelola kearsipan
secara tertib

Peningkatan realisasi dan capaian dikarenakan salah satu
instrument penilaian kearsipan yaitu 4 pilar peraturan kearsipan di
kabupaten Majalengka telah disahkan dan ditandatangani oleh Bupati
Majalengka.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.14
Perbandingan Indeks Kearsipan Tahun 2024 dengan Akhir Renstra

. Realisasi Target Hasil
Sasaran Indikator ) .
Strateois Kineria Utama Tahun Akhir Perbanding
g J 2025 Renstra an
Arsip Indeks 86,05 82.00 +4,05
terkelola kearsipan
secara tertib

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi Tahun 2025 sudah
melebihi target akhir Renstra (Tahun 2026). Oleh karena itu, target
Tahun 2025 dan Tahun 2026 perlu disesuaikan lagi agar capaian
target dapat terus meningkat dari tahun ke tahun dengan
melaksanakan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang

sesuai standar kearsipan.
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4. Perbandingan

Provinsi/Nasional

Realisasi

2025 dengan

Tabel 3.15
Perbandingan Indeks Kearsipan Tahun 2025
dengan Rata-rata Standar Kab/Kota Provinsi

rata-rata/standar

Sasaran Indikator Regllises Rata-rata Hasﬂ.
Strategis Kinerja L Provinsi G TG TE
2025 an
Arsip Indeks 86,05 95,69 +9,64
terkelola kearsipan

secara tertib

Berdasarkan tabel diatas rata-rata Indeks kearsipan kab/kota

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 yaitu sebesar 95,69 dan

termasuk dalam kategori AA “Sangat Memuaskan”. Jika realisasi

Indeks kearsipan Kabupaten Majalengka tahun 2025 dibandingkan

dengan rata-rata Indeks Kearsipan kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Barat, maka realisasi Indeks Kearsipan Kabupaten Majalengka lebih

kecil 9,64.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan Upaya

yang dilakukan di tahun depan

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target indikator Indeks

kearsipan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)

Kualitas Implementasi kebijakan tata kelola kearsipan

Penerapan hasil pembinaan tata kelola kearsipan

Peningkatan kualitas sumber daya kearsipan

Implementasi pengelolaan arsip dinamis

Implementasi pengelolaan arsip statis

Kualitas implementasi pengelolaan arsip in aktif

Kualitas implementasi pengelolaan arsip elektronik
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+ Upaya yang telah dilakukan

Peningkatan kualitas layanan kearsipan sekaligus
meningkatkan capaian target Indeks Kearsipan Tahun 2025, Dinas
Arsip dan Perpustakaan Daerah melaksanakan Pengawasan
Kearsipan Internal (LAKI) dan Pengawasan Kearsipan External (LAKE)
pada seluruh Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Majalengka
yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan sesuai Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2029 tentang
Pengawasan Kearsipan. Peraturan ini mengatur konfrenhensif tentang
pengawasan internal dan eksternal, meliputi perencanaan,

pelaksanaan (audit), pelaporan serta tindak lanjut.

A. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka sebanyak 57.

Seluruh Perangkat Daerah menjadi Objek Pengawasan Kearsipan

Internal Tahun 2025. Dalam rangka pembinaan kepada perangkat

daerah dilakukan pemberian penghargaan atau apresiasi kepada

perangkat daerah yang meraih nilai terbaik dalam pengelolaan arsip

dinamis. Penghargaan diberikan kepada 3 Perangkat Daerah terbaik

dalam pengelolaan arsip, dan diberikan Plakat serta Piagam.

Pemenang pengelola arsip terbaik di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Majalengka adalah :

1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dengan
nilai 70,29, kategori “Baik Sekali”

2) Sekretariat Kabupaten Majalengka dengan nilai 65,70, kategori
“Baik”

3) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Majalengka dengan nilai 65,44, kategori “Baik”
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Sedangkan Nilai LAKE Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025
yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Provinsi Jawa Barat besar 86,95 x 60% = 52,17.

B. Penyediaan Informasi Akses Dan Layanan Kearsipan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti amanah Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan dan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020
tersebut, maka perlu diselenggarakannya kegiatan Bimbingan
Teknis/Pembinaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi (SRIKANDI) Versi 3, monitoring dan evaluasi
implementasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3 dan memberikan pelayanan
SIKN-JIKN melalui Pameran Virtual di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka.

Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam hal ini mendukung
pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan unit kerja Pemerintah
Majalengka sebagai salah satu upaya langkah nyata dalam
mewujudkan digitalisasi arsip dengan menerapkan surat elektronik
secara Nasional demi mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum
Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI).

Mewujudkan  Majalengka dalam  upaya  peningkatan
Implemetasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3 yang telah dilaksanakan
penggunaan Aplikasi pada Perangkat Daerah pada Tahun 2025

sebagai perwujudan transformasi digital dalam lingkup kearsipan
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telah 58 Perangkat Daerah yang menggunakan. Berikut tabel
transaksi pada aplikasi SRIKANDI V.3 :

Tabel 3.16
Tabel Rekapitulasi Tingkat Implementasi Aplikasi SRIKANDI V3
Tahun 2025
SRIKANDI
No Nama Unit Naskah | Naskah Disposisi | Berkas
Masuk | Keluar

1 | Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 1.674 999 2.566 109
2 | Dinas Komunikasi dan Informatika 966 663 1.984 7
3 | Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan 2.269 578 7.674 15

Usaha Kecil Menengah
4 | RSUD Cideres 2.311 2.372 8.025 10
5 | Kecamatan Cikijing 642 512 573 18
6 | Sekretariat Daerah 4.507 4.656 1.382 266
7 | Inspektorat 2.741 1.980 6.446 934
8 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.191 349 2.228 7
9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan 4.420 2.068 3.518 9

Sipil
10 Di?uas Perumahan, Kawasan 1.932 697 4.530 50

Pemukiman dan Pertanahan
11 | Dinas Kesehatan 11.096 | 12.195 1.417 101
12 | Badan Kepegawaian dan 2.367 1.771 4.016 72

Pengembangan Sumber Daya Manusia
13 | Badan Keuangan dan Aset Daerah 3.181 1.255 7.155 21
14 | Kecamatan Sindang 721 901 531 10
15 | RSUD Talaga 329 417 81 3
16 | Kecamatan Maja 1.153 996 287 450
17 | Kecamatan Kadipaten 375 449 207 38
18 | RSUD Majalengka 465 203 438 3
19 | Kecamatan Sindangwangi 350 461 436 5
20 | Kecamatan Jatiwangi 502 495 857 22
21 | Kecamatan Majalengka 725 553 528 434
22 | Kecamatan Argapura 610 816 114 3
23 | Kecamatan Sukahayji 644 1149 48 2
24 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.488 531 925 14
25 | Kecamatan Kertajati 807 488 8 4
26 | Kecamatan Cingambul 665 437 117 11
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27 | Dinas Penanaman Modal dan 534 603 465 145
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28 | Kecamatan Rajagaluh 419 483 299 17
29 | Kecamatan Lemahsugih 308 98 74 2
30 | Kecamatan Dawuan 414 615 306 2
31 | Kecamatan Sumberjaya 473 457 353 1
32 | Kecamatan Bantarujeg 414 475 15 6
33 | Dinas Pemuda dan Olah Raga 730 200 34 7
34 | Dinas Lingkungan Hidup 1.422 1.424 102 16
35 | Kecamatan Ligung 325 429 92 4
36 | Kecamatan Talaga 306 411 113 0
37 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 449 570 406 6
Desa
38 | Kecamatan Panyingkiran 410 466 18 8
39 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, 367 436 751 15
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
40 | Badan Perencanaan Pembangunan 556 840 346 125
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
41 | Satuan Polisi Pamong Praja dan 457 594 701 96
Pemadam Kebakaran
42 | Kecamatan Cigasong 373 419 5 51
43 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, 593 632 1.030 22
dan Perikanan
44 | Badan Pendapatan Daerah 375 473 433 78
45 | Kecamatan Kasokandel 455 109 43 13
46 | Kecamatan Malausma 359 423 19 2
47 | Dinas Pendidikan 2.889 1.987 1.678 28
48 | Dinas Perhubungan 438 533 252 12
49 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian 575 866 55 5
50 | Kecamatan Palasah 275 366 14 1
51 | Dinas Sosial 407 201 79 4
52 | Badan Penanggulangan Bencana 354 473 44 11
Daerah
53 | Kecamatan Banjaran 400 103 2 2
54 | Sekretariat DPRD 393 453 52 10
55 | Kecamatan Leuwimunding 387 50 10 2
56 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 861 801 578 56
Ruang
57 | Kecamatan Jatitujuh 330 30 1 4
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Pada tahun 2025 telah melaksanakan pembinaan pengelolaan
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)
terhadap 23 UPTD, 1 Labsekda, 32 PKM serta 15 SMP (Sekolah
Menengah Pertama). Pendampingan pembinaan secara mandiri bagi
Perangkat Daerah/Kecamatan yang masih rendah dalam
implementasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3. aktivasi Srikandi V.3 kepada
Seluruh Perangkat Daerah.

BIMBINGAN TEKNIS APLzac:— -
smmmmv{ﬂ/

Giat Pendampingan Aplikasi SRIKANDI v.3 di Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdiri dari RB General
dan RB Tematik. RB General adalah upaya untuk mempercepat
terciptanya birokrasi digital, sedangkan RB Tematik adalah upaya
untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB. Sembilan strategi
utama dalam kebijakan birokrasi digital adalah :

1. Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile;
2. Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional;

3. Percepatan Transformasi Squad Model;

43



Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan
SuperApps Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi;
Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas
SDM ASN;

Penguatan Kerja Kolaboratif (collaborative working) berbasis
kinerja melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah);

7. Pembangunan MPP dan MPP Digital Services;

8. Penguatan Pengawasan dengan four line of defense; serta

9. Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan Big Data

dan Artificial Intelligence

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh pemeritah daerah adalah

pada level Mikro. Salah satu sasaran adalah Meningkatnya kualitas

pengelolaan arsip digital dengan kegiatan utama yang terkait dengan

arsip adalah Pelaksanaan Arsip Digital dengan ouput utama adalah

tersedianya Kebijakan Arsip Digital dan Terlaksananya monitoring

dan evaluasi Kebijakan Arsip Digital. Indikator yang digunakan untuk

mengukur capaiannya adalah Tingkat Digitalisasi Arsip yang

dihasilkan dari aktivitas Audit Pengelolaan Arsip Elektronik (APAE).

SRIKANDI merupakan cara baru berbasis dalam pengelolaan arsip.

e Upaya yang akan dilakukan

1)

2)

3)

4)

Peningkatan implementasi aplikasi srikandi Versi 3 ke desa —
desa;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi Aplikasi SRIKANDI Versi
3;

Sering dilakukan pelaporan progress pencapaian peningkatan
implementasi SRIKANDI Versi 3 dalam setiap Rapat Pimpinan,;
Lebih meningkatkan koordinasi dan dukungan dari para
pemangku kebijakan dan stakeholder lainnya dalam

mendukung kebijakan daerah;
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5) Melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang tercapainya

target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Tabel 3.17
Program Penunjang Capaian Indeks Kearsipan Tahun 2025

No Program Pengampu Anggaran
1. | Pengelolaan Bidang Pembinaan dan 88.364.000,-

arsip Pengawasan Arsip
2. | Perlindungan Bidang Pengelolaan, 77.600.000,-

dan Layanan dan Pemanfaatan

Penyelamatan Arsip

Arsip

7. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator
Indeks kearsipan pada sasaran arsip terkelola secara tertib pada
Program Pengelolaan Arsip serta Perlindungan dan Penyelamatan
Arsip yaitu 0,02% atau sebesar Rp. 36.000 dari pagu anggaran sebesar
Rp. 165.964.000 dan realisasinya Rp. 165.928.000.

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh informasi diatas,
Indikator Kearsipan merupakan instrumen yang kompatibel untuk
mengukur capaian pada sasaran strategis Arsip Terkelola Secara
Tertib karena :

e Sebagai Alat Ukur Objektif (Evaluasi & Audit): Indikator
kearsipan (seperti hasil pengawasan) menjadi patokan atau standar
untuk menilai apakah tata kelola kearsipan sudah sesuai dengan
kaidah, prinsip, dan peraturan yang berlaku. Ini mempermudah
audit untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan sistem

yang diperlukan.
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Meningkatkan Efisiensi Operasional: Indikator membantu
memantau apakah sistem pengelolaan arsip dinamis telah berjalan
efektif dan efisien, sehingga mempercepat proses pencarian
data/informasi yang dibutuhkan.

Mewujudkan Budaya Tertib Arsip: Indikator memberikan acuan
yang jelas bagi instansi atau perusahaan untuk mencapai tingkat
"tertib arsip", baik dari segi fisik, penataan, maupun sistem
penyusutan.

Menjamin Keamanan dan Penyelamatan Arsip: Indikator
digunakan untuk menilai tingkat perlindungan arsip vital dan aset
penting lainnya, serta kepatuhan terhadap jadwal retensi arsip.
Menilai Keberhasilan Reformasi Birokrasi: Pengelolaan arsip
yang baik yang diukur melalui indikator kearsipan merupakan
salah satu indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi di

lingkungan pemerintahan

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja Indeks
Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Indeks Kearsipan
adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Tingkat Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran Tahun 2025

Sasaran Capaian SEEEE
No . Indikator Kinerja p Anggaran
Strategis (%) (%)
(0}
1. | Meningkatnya | Indeks
Literasi Pembangunan 8,26 95,12
Masyarakat Literasi Masyarakat
1. | Arsip terkelola | Indeks kearsipan 104,94 99,08
secara tertib
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PENUTUP



BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja,
perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Jawa
Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan
upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan
memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Rata-rata capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 yaitu sebesar 56,6% dengan
sebanyak 2 sasaran. Adapula 1 sasaran yang tidak tercapai sehingga
perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun
mendatang, diantaranya pada Sasaran Strategis Meningkatnya
Pembangunan Literasi Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mencapai 8,26%.

Dalam penilaian IPLM Faktor yang mempengaruhi capaian
indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal
diantaranya adalah :

Faktor Internal

1) Koleksi perpustakaan sesuai ketentuan

2) Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan

3) Pemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan

4) Kualitas tenaga perpustakaan

5) Kualitas pelayanan perpustakaan

Faktor Eksternal

1) Banyaknya unit layanan perpustakaan yang tidak memenuhi

standar nasional
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2)

3)

Banyaknya organisasi/lembaga/ komunitas yang belum
mempunyai tempat khusus layanan perpustakaan

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi pada unit
layanan perpustakaan.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian

kinerja di tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1.

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota.

Kegiatan ini merupakan intervensi hulu pembangunan meliputi
kebijakan terkait perpustakaan, penyediaan sarana dan prasarana
serta peran pemangku kepentingan. Peran pemangku kepentingan
meliputi peran negara (Perpusnas, Dispusipda), peran akademis,
peran pengarang/penerbit sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan intervensi hilir pembangunan melalui
upaya peningkatan tingkat literasi Masyarakat dengan
mengadakan Festival Literasi yang terdiri dari beberapa kegiatan
lomba-lomba, pelayanan kunjungan perpustakaan bagi sekolah,
pelayanan perpustakaan keliling, peningkatan frekuensi
membaca, serta upaya revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka

telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan

peruntukannya. Efisiensi anggaran untuk sasaran Indeks Kearsipan

yang tercapai sebesar 0,02% atau Rp. 36.000,00 sedangkan untuk

sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat efisiensi anggaran

tidak dapat dihitung karena sasaran tidak mencapai 100%.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat

memberikan gambaran kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
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Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan

evaluasi.
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs ONO HARYONO, MP

Jabatan :  Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Jabatan . Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Majglqngka,—_i ) :‘\gustus 2025

Drs OND HARYONO, MP
NIP. 197£1023 199009 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

o A DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 70 Nilai
2. | Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82 Nilai
Program Anggaran Keterangan
1. | Program Pembinaan Perpustakaan Rp 889.091.900,00 APBD
2. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Rp 4.387.563.723,00 APBD
3. | Pengelolaan Arsip Rp 88.365.000,00 APBD
4. | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Rp 79.092.000,00 APBD
JUMLAH Rp 5.444.112.623,00
——
U .
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\ /";f\" .i'-.‘ N 1
Méjalengka, Kepala Dinas Arsip daii Perpustakaan Daerah,

f
f
A
f\\ -
R e
3
37
2

{1/

HARYONO, MP
1023 199009 1 001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Drs ONO HARYONO, MP

Jabatan . Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Jabatan . Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

~ QOktober 2025
Pertama,

Drs QNO HARYONO, MP
NIP. 16701023 199009 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

~..Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

; '8A8ARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
. |Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 70 Nilai
. |Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82 Nilai
Program Anggaran Keterangan
. |Program Pembinaan Perpustakaan Rp 885.035.900,00 APBD
. |Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Rp 4.075.381.287,00 APBD
. |Pengelolaan Arsip Rp 88.364.900,00 APBD
. |Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Rp 77.064.000,00 APBD
Rp 5.125.846.087,00
Majalengka,  Oktober 2025

Kepala Dinas Arsip fan Perpustakaan Daerah,

Drs ONO HARYONO, MP
NIP. 19701023 199009 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jin.Raya Cigasong-Jatiwangi, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka 45476

Call Center 081111110123 email : disarpusda@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 8 Tahun 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

a.

KABUPATEN MAJALENGKA

Bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam amanat Peraturan Bupati
No. 71 Tahun 2020 Pasal 13 adalah kewajiban Perangkat Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan
Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2025.

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9  Tahun 2015

tentang....


mailto:setda.majalengka@gmail.com

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang
urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka;

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2025;

Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 27 tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Organisasi Perangkat Daerah (LKIP OPD) Dinas Arsip
dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025
dengan susunan anggota sebagaimana tercantum  pada

Lampiran | Keputusan ini.

Uraian Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Organisasi Perangkat Daerah (LKIP OPD) Dinas Arsip dan

Perpustakaan...



Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025

sebagaimana tercantum pada Lampiran 11 Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2026
Ditetapkan di :  Majalengka
Pada tanggal . 2Februari 2026

N1P. 197010231990091001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.

Yth .Bapak Bupati Majalengka;

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;

Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten
Majalengka;

Yth. Sdr. Kepala Bagian Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;

Yth. Sdr. Sekretaris, Para Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Pejabat Fungsional di
Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN | KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

NOMOR . 8 Tahun 2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

KEDUDUKAN DALAM

NO TIM KEDUDUKAN DALAM DINAS / KANTOR
1. | Penanggung Jawab Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka
2. | Ketua Sekretaris pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka
3. | Sekretaris Fungsional Perencana pada Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
4. | Anggota 1. Kepala Bidang Pengelolaan, Layanan dan

Pemanfaatan Arsip pada Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka

2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Arsip
pada Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Majalengka

3. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka

5. Fungsional Avrsiparis pada Bidang
Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip
Dinas Arsip dan  Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka

6. Fungsional Arsiparis pada Bidang Pembinaan
dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka

7. Fungsional Pustakawan pada Bidang
Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Majalengka

8. Para Fungsional Arsiparis dan Pustakawan pada
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka

9. Para Fungsional Umum pada Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

a Utama Muda
NIP. 197010231990091001




LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR . 8 Tahun 2026
TANGGAL : 2 Februari 2026

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

1.

1.

1.

2.

3.

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Penanggung Jawab

Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kabupaten Majalengka.

Ketua

Menyusun Jadwal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

Membuat Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

Sekretaris

Menyelenggarakan Administrasi Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

Membantu Ketua dalam Melaksanakan Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten
Majalengka.

Membantu ketua dalam Menyusun Laporan Pelaksanaan Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka.



IV. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

3. Membantu Ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Majalengka

NIP. 197010231990091001



